Lampiran

1. Surat Dekrit Presiden 5 Juli 1959

DEKRIT PRESIDEN

Deogen Rachnt Tuhan Jetig Maha Esa,

KAMI FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI
ANGEKATAN PERANG,

Deugan ini menjatnkan denganm chidmat :

Bahwa smdjwmn Presiden dan Pemerintabh untok keenbali kepada Undang-
undang Dasar 1945, jung dissmpalkan kepada scgciiap Raklat Indooesia
Amanat Presiden pada tfanggal 22 April 1859, sk memperoleh koputusan dard
Hoostit (o sobagni ditentukan dulam Undbng-unding Dasar Scmantara |

Buhwa bertaubung demgan pernjninan sebuginn tarboesar Anggotn-anggota Sidang
Pombumt Undoang-undsng Desar untuk fidale monghodict Ingi sidomg, Komsiitaante
tidak mungkin lagj mendjolmkan tuges jang dijfort jajalcam oloh Rakjot kepadaoje ;

Bahwa hal jang demikian mwesimimlkon kesdann ketatarogarssn jang momin-
hajnkan persatuan dan keselnmnatzn Nogara, Noma dan Bangsa,  seris merintangl!
panluitgunan semesta uniuk wontspod noasaraka) jang adil dma malkmar |

Boahwa dangan dulaingan imgim torbesar Roakjag Indonssin dan didorong oleh
kejukinan kasmi sendiri, kamd Serpoios monempuh safu-satunjs djalan untuk men jola-
matian Negara Proklemasi ;

Babwu kami borkelokinon bahws Plagam Djnkarta Sertanggal 22 Djumi 1945
mendjiiwal Undong-urclong Dosar 1845 don adoaloh  mevupaknn supitu  raogicabes -
kosutuan daongan Honstitusi torsolw :

Maks atos dasar-dassr terscbut dimtes,

HAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PANGLIMA WGG!
ANGEATAN PERANG,

Mootnpian Kongituanie ;

Menetapkan Undsnp undang Ihear 1945 berinku Ingi bagi segagap Bangsa -
dorsesia dnn scduruh (wmpuh damh Wdonesia, tervhitung mutd bari tangygal Prirotapan
Dikrit Im), dan tiduk ber¥biZounja bizi Undang-undiog Thuvar Samontam,

Pambeniukan Madjelis Permusjawatatan Rakjal S moemtara, Ymg tecdiri aias
Anggota-anggota Dowan Perwakilan Rak at dixenball dengan mitwsan- uhnew dari dn-
erahi-dascrah dun golongan-golocgpmy, serfa  pembarrtukan Dewan Pertinbangan

} Agung Sexmentara. akan disolonggarakan dulam wiidktu jsng weaingint-singkatnis
Ditotagilcan ¢l | Djmkarta
paduy tanggal : 5 Djull 1859
Atsas neuven Rakjnt Endonesda :
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG.,

SOEKARKRNO

—
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Sumber > http://informazone.com, diakses pada 8 Januari 2020 jam 23.00

2. Foto Pembacaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia


http://informazone.com/
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3. Surat Perintah 11 Maret

SURAT PERINTAH 11 MARET

[. Mengingat:

1. Tingkatan revolusi sekarang ini, serta keadaan politik, baik
nasional maupun internasional.

2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/
Presiden/Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1566.

II. Menimbang:

1. Perlu adanya ketenangan dan kestabilan pemerintahan dan jaian-
nya revolusi,

2. Perlu adanya jaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi, ABRI
dan Rakyat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan
Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta
segala ajaran-ajarannya.

I11. Memutuskan/Memerintahkan:

Kepada : Letnan Jenderal Soeharto, Menteri Panglima Angkatan
Darat.

Untuk : Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar
Revolusi:

1. Mengambil tindakan yang dianggap perlu, untuk tep"
jaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan
jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta
menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pim- - ;
pinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar
Revolusi/Mandataris MPRS demi untuk keutuhan
Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melak- -
sanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar
Revolusi. a

2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan
Panglima-panglima Angkatan lain dengan sébaik- -
baiknya. ¥
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3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bcrsangku:.
paut dalam tugas dan tanggung-jawabnya seperti ter-
sebut di atas.

IV. Selesai.

Jakarta, 11 Maret 1966
Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin
Besar Revolusi/Mandataris MPRS
ttd

Soekarno

Sumber : Jejak Langkah Pak Harto, G.Dwipayana
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4. TAP MPRS No.IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima
Tertinggi  Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia/Pemimpin
BesarRevolusi/Mandatari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia

KETETAPAN
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia

No. IX/MPRS/1966
tentang

Surat Perintah Presiden/Panglima Tertingg:
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/
Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia

MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

| Menimbang:

a. bahwa Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Ber-
senjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 11 Maret 1966
kepada Letnan Jenderal Soeharto, Menteri/Panglima Angkatan Darat,
merupakan suatu upaya khusus untuk mengatasi ancaman bahaya ter-
hadap keselamatan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, ke-
wibawaan pimpinan revolusi serta terhadap keutuhan Bangsa dan
Negara;

b. bahwa upaya khusus tersebut diterima secara positif oleh rakyat, karena
mencerminkan rasa keadilan menurut suara hati nuraninya dan telah
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dalam mengemban Amanat Penderitaan Rakyat, berdasar-
kan Undang-Undang Dasar 1945.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 21 Juni 1966.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTA¥ 4
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,
ttd.
(Dr. AH Nasution)

Jenderal TNI

Wakil Ketua, Wakil Ketua,
td. ttd.

(Osa Maliki) (HM Subchan ZE)

Wakil Ketua, Wakil Ketua,
ttd. ttd.

(M Siregar) Mashudi

Brigjen. TNI

Sumber : Jejak Langkah Pak Harto, G.Dwipayana
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5. TAP MPRS No.XXXI11/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan
Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno

KETETAPAN MPRS NO. XXXIII/1967
TENTANG PENCABUTAN KEKUASAAN
PEMERINTAHAN NEGARA
DARI PRESIDEN SOEKARNO

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, MPRS RI

Menimbang :

a. bahwa keseluruhan pidato Presiden/Mandataris MPRS yang disampai-
kan kepada MPRS pada tanggal 22 Juni 1966 berjudul "*Nawak sura™ dan
surat Presiden/Mandataris MPRS tertanggal 10 Januari No. 01/ Pres 1967
tentang Pelengkap Nawaksara, tidak memenuhi harapan rakvat pada
umumnya, anggota-anggota MPRS pada khususnya, karena tidak memuan
secara jelas pertanggunganjawab tentang kebijaksanaan Presiden mengeni
pemberontakan kontra-revolusi G-30-S/PKI beseria epiloognya, he-
munduran ekonomi dan kemerosotan akhlak;

b. bahwa Presiden/Mandataris MPRS telah menyerahkan kekuasaan
Pemerintahan Negara kepada Pengemban Ketetapan MPRS No. X/ 1966
seperti yang dinyatakan dalam Pengumuman Presiden/Mandataris MPRS
tanggal 20 Februari 1967;

c. bahwa berdasarkan laporan tertulis Panglima Operasi Pemulihan
Keamanan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS No. 1X/1966
dalam suratnya No. R-032/1967 tanggal 1 Februari 1967, yang dilengkapi
dengan pidato laporannya di hadapan Sidang Istimewa pada tanggal
7 Maret 1967, MPRS berpendapat, bahwa ada petunjuk-petunjuk, vang
Presiden telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung meng-
untungkan G-30-S/PKI dan melindungi tokoh-tokoh G-30-S/PK1;

Memperhatikan :

Resolusi dan Memorandum DPR-GR, tanggal 9 dan 23 Februari 1967
Pidato Ketua MPRS pada pembukaan Sidang Istimewa MPRS;
Pidato sambutan Ketua DPR-GR pada pembukaan Sidang Istimewa
MPRS;

4. Keterangan pemerintah dj depan sidang DPR
s ae g -GR pada tanggal 4

@ =




184

perasi Pemulihan Keamanan dan

. . O
5. Pidato Panglima Komando oS No. 1X/1966 di hadapan Sidang

Ketertiban/Pengemban Ketetapan MP
Istimewa MPRS pada tanggal 7 Maret 1967.

Mengingat : |
1 Pembukaan UUD 1945, UUD 1945 beserta Penjelasannya;
2. Keputusan Pimpinan MPRS No. 13/B/1967 tentang Penolakan

o

Pidato Pelengkap Nawaksara.

Mendengar :
Musyawarah Sidang Istimewa MPRS tanggal 7 sampai doooan

12 Maret 1967.
MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KETETAPAN TENTANG PENCABUTAN KEKUASAAN PLEME-
RINTAHAN NEGARA DARI PRESIDEN SOEKARNO.

BAB |
Pasal 1

Menyatakan bahwa Presiden Soekarno telah tidak dapat memenuhi
pertanggunganjawab konstitusional, sebagaimana layaknya kewajiban
seorang Mandataris terhadap MPR (S) sebagai yang memberikan mandat,
yang diatur dalam UUD 1945.

Pasal 2

Menyatakan, bahwa Presiden Soekarno telah tidak dapat menjalan-
kan haluan dan putusan MPR(S), sebagaimana layaknya kewajiban
seorang Mandataris terhadap MPR(S), sebagai yang memberikan mandat.
vang diatur dalam UUD 1945.

Pasal 3

Melarang Presiden Soekarno melakukan kegi iti 1

an, < _ gratan politik sampai

dﬁngan pemilu dan sejak berlakunya Ketetapan inj menarik kemb‘::;i
mandat MPRS dari Presiden Soekarno serta segala Kekuasaan Pemerintah
an Ncg_ara yanggu tur dalam UUD 1945, A

-~
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Pasal 4

Menetapkan berlakunya Ketetapan MPR(S) No. XV/1966, dan meng-
angkat Jenderal Socharto, Pengemban Ketetapan MPR_S No. -l>$,.’rl‘966
sebagai Pejabat Presiden berdasarkan pasal 8 UUD 1945 hingga dipilihnya
presiden oleh MPR hasil pemilu.

Pasal S

Pejabat Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR(S).
BAB I1
Pasal 6

Menetapkan persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir.
Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka
menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya
kepada Pejabat Presiden.

BAB III

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai
daya laku surut mulai tanggal 22 Februari 1967.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 12 Maret 1967

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

KETUA
ttd

Dr. AH Nasution
Jenderal TNI

Wakil Ketua, Wakil Kelué,
ttd

Osa Maliki ha £ 3
HM Subc
Wakil Ketua, h@n ZE? R J.',:’?:‘
ttd Wakil Ketua, b
M Siregar nd e
Mashudi LT
. - ; 24
Mayjen. TN} TR

Sumber : Jejak Langkah Pak Harto, G.Dwipayana
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RAAPUITT  TOCHAINDANKdan  oanwa
Polri  sebagai  salah  satu
penanggung jawab Kamtibmas
akan selalu  terbuka untuk
menampung aspirasi2

masyarakat. Dalam pertemuan ini

Let, Jen. Pol. Dr. Awaloedin
juga menyinggung telah
diberikannya pengarahan ke
dacrah2  mengenai  masalah
penahanan  terhadap scorang
(ersangka yang antara lain
menycbutkan,  apabila  setclah

2x24 jam sescorang yang ditahan
tidak terbukti dan tidak diyakini
telah berbuat melanggar hukum,
maka ia harus dibebaskan, Tetapi
sebaliknya apabila ada unsur2
yang dapat dituntut, maka Polri
tidak akan ragu2 dan terpengaruh
oleh kiri kanan untuk mengambil
tindakan hukum.

Dalam pertemuan  yang
berlangsung ramah tamah itu,
Kapolri didampingi oleh Ass.

Intel Pam Pol May., Jen. Pol.
Drs. Soekartono, Wa As. Binmas
Brig. Jen Pol. Drs. Chairudin
dan Kadispen Pol. Kolonel Polisi
Drs. Darmawan. (Rel/ W)—

entuk kemanunggalan ABRI dengan rakyat
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W, 2 ;r.u:.

Gereja Katolik Rindam XV /Pattimura yang baru diresmikan oleh Dan

Rindam XV/Pattimura mewakili Pangdam XV/Pattimura (Foto:

Rindam XV/T) —

ABRI bersama rakyat
bangun gereja

Ambon, Rabu.-

Pangdam XV/Pattimura yang
diwakili oleh' Dan Rindam XV/Pat-
timura Letkol Inf. Tata M. Anwar
baru2 ini telah meresmikan sebuah
Gereja Katolik Rindam XV/Patti-
mura di Suli Ambon dihadiri bebe-
rapa pejabat Kodam XV/Pattimura
Uskup Amboina masyarakat seki-
tar Suli serta undangan lainnya.-

Pangdam XV/Pattimura dalam
amanatnya yang dibacakan Dan
Rindam XV/Pattimura a.l.
mengatakan bahwa sebagai

Perajurit Sapta Marga harus
memiliki  kecakapan militer
tehnis yang tinggi, mental

ideologi Pancasila yang tangguh
dan mental rohaniah atau mental
keagamaan yang mantap. Oleh
karena itu dengan adanya

pembangunan tempat ibadah ini

diharapkan akan sangat
membantu, melancarkan dan
memantapkan Rin Dam

XV/Pattimura dalam usahanya
membentuk perajurit Sapta
Marga yang paripurna.

Pembangunan gereja yang baru
diresmikan itu hasil kerjasama,
gotong-royong antara ABRI
dalam hal ini warga Rindam
XV/Pattimura dengan
masyarakat Suli maupun
keuskupan. Oleh karena itu
pembangunan gereja ini
merupakan salah satu hasil dari
manunggalnya ABRI dan Rakyat.
Pengalaman sejarah mem-
buktikan bahwa dengan
manunggalnya ABRI dan Rakyat

Sumber : Harian Angkatan Bersenjata, 4 Januari 1979

dengan peralatan sederhana
bangsa Indonesia mampu
mengusir penjajah mampu
merebut kemerdekaan dan

mempertahankan  kemerdekaan.
Demikian pula dewasa ini dengan
manunggalnya ABRI dan Rakyat
bangsa Indonesia harus mampu

mengisi kemerdekaan dengan
melaksanakan pembangunan
disegala bidang.

Dikatakan selanjutnya untuk
membina kemanunggalan ABRI
dan Rakyat satu hal yang perlu
dipelihara adalah komunikasi
tulus timbal balik seperti
kemanunggalan apapun juga,
saling pengertian dan saling
penghargaan. Panglima
mengharapkan  kemanunggalan
ABRI dan Rakyat ini tidak
terbatas pada usaha membangun
gereja, tetapi hendaknya gereja
ini nanti disamping dijadikan
tempat ibadah meningkatkan
iman dan taqwa kita kepada
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TERBIT 8 HALAMAN »

tihan "Bintang Selatan I
di Samudera Pasifik

, 610 (AB) -

perang termasuk  kapal  selam
BINL-AL dengan Anghatan Laut

Australia akan mengambil bagian
Btk wkitar pertengahan  dabim biihun b Sedangkan dari

Oktober ini mengadskan  phak TNIAL menyertakan dua

bersma yang akan  kapal jenis destroyer escort KRI
pungkan di Samudera Pasi-  Martadinata dan KRI Newrsh Ral
b dn pmntai timur Australs,  yang tergabung  dalam Gugus
Hhan yang dinamakan "Bintang  Tugas Fskades Timur. Gugus
mtan 01" i merupakan Tugas ESKATIM yang dipimpin

katan dari btihan gabungan  oleh Kokone) but Gatot Suwardi
(Dan Eskatim) tsb. Senin hlu
tebh dikepas oleh Panglima
kurang dari 6 bush kapal  Armada Laksda Prasodjo Mahdi
dabim upacwa i Pangkelen

: oo Utama INIAL, i
o mﬂkﬂk um tama Surabaya

. . Dakam  muhibah ini Gugus
a di Indonesia Tugas akan menyinggahi bcbtrfpa
bem“i kota pebabuhan pantai timur
3 Australia diantaranya Townsville
Kirta, 610(AB). dan Caimns, Sedangkan dalam
Pencanghokan ginjal petama & latihan tersama akan kbih dittk
onesia yang dilakukan Team  beratkan pada taktik perang kapal
ey Unit RSCM/ FKUI,  selam, perang andi pasukan katak,
erjasama dengan Prof, Dy, prosdur komunikasi, disamping
Jue Ota dari Tokyo hari Sclasa  Juga penemibakan artikeri sasaran
IRgal 4 Oktoder yang llu, (el Wdara dor pesmukaan lut, ant
il dengan baik dan pasien  1aPAl wham dan pemiekibn &
Ipai hari iahu Kemarin berada 200 ’
hm keadaan yangmemuaskan, 41888 Pasodjo Mahdi dalam
terangan yang diperoleh dari P pekpsa . sy By
: menckankan bahwa Gugus Tugas
a5 RSCM - Jakara, Eskatim ke Australia merupakan
fuskan behwa pelakswnaan e e ik
i tlh berlangsung sclama 6 1y meningkatkan persahabatan
,““‘“P"*"'_ﬂﬂ-@mw dan kerja sama Kedua negara
16.15 WIB di Favilyun 11 umumnya dan Angkatan Laut
M Jakarta, Pasien seorang  hugunya, Sehubungan dengan
berumur 31 tahun, mem-  itu dibarapkan agar dalam ihan
ginjal cangkokan dari adik  bersama dapat  memanfaatkan
oy, Pemerksuan 1l wtok peninglatan biihan yang
ukan dua buian sebelum — pernah dilakukan tiga tahun yang
{dlaksanakn lalu, (R-25).~

Jakarta, 6:10 (AB).

Presiden Socharto menegaskan, bahwa Dwi fungsi
sama sekali bukan cermin militerisme; juga bukan
militerisme yang terselubung,

Tekad ABRI wntuk memper-
kokoh Pancash dan Undung?
Dasar 1945 watak ABRI sebagai
pejoang yang harus wtia dan
meneruskan citad kemerdeksan
"telah makia menyadarkan ABRI
akan perlunya meknjutkan Dwi
fungsi ABRI ", kata Kepala Negara
dalm amanatnya pada upacara
peringatan hari ulang tahun ABRI
ke-32 yang dibingsungkan di
Parkir Timur Senayan Jakarta
Rabu pagi yang dibadiri okeh para
pimpinan ABRI, para Menteri
Kabinet para duta besar negarad
sthabat  dan pwra ndangan
linnya

Sejarahnya,

"Sejarah mencatat jalan. hurus
yang ditempuh ABRI sebagai
kekuatan perjoangan yang mene
gakkan  Republk ini", lata
Pregiden,

Ketika  pemimpin2  politik
tertinggl Republk ini  ditawan
tentard musuh dalam penyerbuan
Ibukota perjoangan, Yogyakarta,
pada akhir tahun 1948, maka
Tentara Nasional [ndonesa me-
lincarkan perang gerilya, meng:
gelorakan perang rakyat emesta
dibawah pimpinan pejoang besar:
Panglima Besar S uditman,

Ini adabh  bukti ejarah
babwa Tentara NasionalIndonesia

Sumber

adalah kekuatan perjoangan yang
tidak kenal menyerah dakam
menegakkan dan membela kemer-
dekaan nasional

Lahimya ABRI yang tumbuh
dari kalangan rakyat, tekad ABRI
melanjutkan perjoangan kendati-
pun pemimpin tertinggi Repu
bk ditawan musuh, "adalah
watak ABRI sebagai kekuatan
sodal yang sadar akan tanggung

Presiden tegaskan pada HUT XXXIT ABRI :

Dwifungsi ABRI bukan militerisme
terselubung

£

jawabnya terhadap masb dan  wkedar untuk mencaricari ke

kejayaun bangsh dan neguranya”.  an peranan ABRI sebagai
Apatila ABRI emaamats  yoyuaun sosal,

hanya alat Pemerintah apabi "Tanpa Dwi fungs, maka

ABRI hanya sematamata pera  ppR| akan kehilangan wataknya

Jurit yang menerima gal "maka b Kekuatan  perjoangan
tidak mungkin ABRI meneruskan g

(Bersambung ke tal V1)
perjoangan  bersenjata  dengan —
keyakinan dan kekuatan sndiri”,

Du shh by EPORAGaN Datuk Onn
meian  peaman embar—— pada Adam Malik

ABRL, yang kemudian mendapat
tempat dabm kehidupan bangsa
gan keneganan Kita yang kita
kenal sebagal Dwi fungsi, Karena

Kuala Lumpur $-10 (KNI)..+
PN Malaysia Datuk Hussein
Onn telah menyatakan peng

e hargaan dan ucapan terima kasih i dond, P

it Dwi fungsi sama sekal buhn peveinah ¢n akyss Malayia Poki Jend. Po
tekaan dalim tahun2 terakhir inj Y - secarn wderhy
1ehib2 sama kil bokan rekaan kepada bekas Menteri Luar Negeri

Indonesia  Adam  Malk atas

Pertemuan kedua ASEAN-MEE
waktu dekat di Jakarta

Kuala Lumpur, 6-10(KNI).

Pertemuan kedua tentang
penanaman modal antara ASEAN
dengan Masyarakat Ekonomi
Eropa (MEE) akan dilangsungkan
di Jakarta dalam waktu dekat ini,
Demikian dikatakan oleh Menteri
Perindustrion  Dasar  Malaysia

Musa Hitam hari Selasa,

Kepada pers Musa Hitam
menambahkan tanggal pertemuan
lersebut masih akan ditentukan

kemudian,

Rencana ~pertemuan  tersebut
telah disetujui oleh pinak MEE,
yaitu: sewaktu Musa  bertemu
dengan Wakil Presiden MEE
Wilhelm Hafarkamp, di Brussels

minggulalu,

juadiys dam menjalin hu-
bungan persaudaraan yang tapat
dan teguh antara kedua negara,
Dalam Kawat ucapan shmat-
nya ehubungan dengan pelanti-
kan Adam Malik sebagai ketua
DPR hari Selasa, Datuk Husseim
Onn juga menyatakan peng:
hargaan Khusu atas sumbangan
dan pengorbanan bekas Menteri  Jkara, >

: ; Luat Negeri Adam Malk dalm ~ Guber
mengunjungl ibukota  ibukota “\:;u;mm pethimpunan n)tmbm\z

ASEAN di bulan Desember nant, bungabong Asa Tenggra b D
Disemping it Musa Hilam  ASEAN, Husein Onn mengata:  Pongl
menyatakan pula Keeemasannya  kan  Malaysia dkan wnantias  CEOEKER
mengenaiusulusulreformasipajak ~ mengenang jasaiasa Adam Malik  kepada
daripemerintahan Pres. Carter.~~ dalam  memubbkan hubungen v &
Menurwt Menteri, wul vl antara kedua  negr dan th"'\'j
tersebul tdak hanya akan  merapatian hubungan erfasama D‘l‘
menakutkan phak phak yang hingga wiepuh dewaw ni,  Panam
akan  menanamkan modelnya  Kebigkanaan dan Keterampin '::,';)‘d
divilayah ASEAN, tetapi juga bica  Adam Malk sebaga Mentert Luar DT
menyebablan dipindahnya modal  Neger bukan saa diteri peng; Ylﬂ%
yang sudah ditanam di ASEAN ke Patbasn tinggi di wilayah ini ™
AS~ (Bersambuna ke bl VN

0
Ti
Bank Eropa Kerjasama Inter-
nasional,

Musa Hitam menambahkan,
Hafarkamp serta pejabat pejabat
senior MEE lainnya akan

: Harian Angkatan Bersenjata, 6 Oktober 1977



188

8. Jenderal Penting Angkatan Darat di Sekitar Presiden Soeharto

Empat Jenderal Lingkaran Dalam Soehartg

Jenderal Yoga Sugama
(Tempo) (Sinar Harapan)

Laksamana Sudomo Jenderal Benny Murdani
(Tempo) (David Jenkins)
Sumber : Buku Soeharto dan Barisan Jenderal Orba Rezim Militer

Indonesia 1975-1983 karya David Jenkins
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pa

Dukungan Rakyat Kepada Megawati

4

Sumber : Buku Peristiwa 27 Juli Karya Institut Studi Arus
Informasi Aliansi Jurnalis Independen



190

10. Salah Satu Bentuk Keterlibatan Petinggi ABRI dalam kondisi Internal PDI

Pertemuan Terbatas DPD PDI
se-Kowilhan Il di Surabaya

18
n
18
a2
B~
I
a

Jakarta, Kompas.
Delapan Dewan Pimpinan
Daerah Partai Demokrasi In
donesia di wilayah Kowilhan-
II tanggal 29-30 Maret nanti
akan mengadakan pertemuan
terbatas di Surabaya dalam
rangka menghadapi Kongres
PDI yang dimulai tanggal 12
April di Jakarta., Pertemuan
terbatas itu akan dihadiri Ke
tua Umum PDI Sanusi Har
djadinata, Kepala Staf Kop
kamtib Laksamana Sudomo,
Pangkowilhan II Letjen Wi
dodo, Dirjen Sospol Depdagri
Erman Haritrustaman serta
para pejabat lainnya.
Pertemuan ini diadakan
atas prakarsa DPD PDI Ja-
tim, dengan alasan adanya
beberapa pokok masalah yang
cukup berat dalam kongres
nanti. Sehingga pertemuan di
Surabaya itu ditujukan untuk
melicinkan jalannya kongres
tersebut, dan menghindarkan
kongres dari kemuagkinan
onjadi arena perdebatan se
agit yang tidak sesuai dengan

harapan masyarakat dan ma
ssa PDI. :
Dalam pertemuan terbatas
itu, akan diusahakan penyela
rasan konsepsi-konsepsi atau-
pun interpretasi beberapa ma
salah pokok. ([Hasil-hasilnya
akan dijadikan keputusan
dan konsensus bersama, yang
akan disampaikan oleh DPD
kepada Cabang-cabang me
reka sebagai bahan untuk
kongres mendatang. Dari
DPD PDI Jatim diterima ka
bar, khusus untuk daerah Ja
tim sendiri, hasil-hasil perte-
muan itu akan disampaikan
kepada cabang-cabangnya da
lam suatu pertemuan di Su-
rabaya tanggal 4 April.
Pertemuan terbatas DPD
PDI se-Kowilhan IT itu akan
difkuti DPD PDI dari DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Yogyakarta, Bali,
(NTB, NTT dan Jawa Timur.
Rencana pertemuan ini menu
rut pihak pemrakarsa telah
disetujui Ketua -Umum E(B€§
rb).

Sumber : Kompas,26 Maret 1976
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11. Pendukung Megawati Ketika Berhadapan dengan Aparat Keamanan dalam
Peristiwa 27 Juli 1996

Sumber : : Buku Peristiwa 27 Juli Karya Institut Studi Arus
Informasi Aliansi Jurnalis Independen
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12. TAP MPRS/No XXIV/MPRS/1966 Tentang Kebijaksanaan dalam Bidang
Pertahanan dan Keamanan

Sumber

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XXIV/MPRS/1966 TAHUN 1966
TENTANG
KEBIJAKSANAAN DALAM BIDANG PERTAHANAN/KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen perlu
meninjau kembali Ketetapan MPRS, khususnya dibidang Pertahanan/Keamanan;

b. Bahwa untuk mencegah terulangnya kembali kelengahan terhadap ketahanan Revolusi dan untuk
meningkatkan Revolusi dalam kebijaksanaan pertahanan/keamanan dianggap perlu segera adanya
Undang-undang Pokok Pertahanan/Keamanan.

Mengingat:

1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30;
2. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960;
3. Resolusi MPRS No. I/IMPRS/1963;

4 Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.

Mendengar:
Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli 1966.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
KETETAPAN TENTANG KEBLJAKSANAAN DALAM BIDANG PERTAHANAN/KEAMANAN.

Pasal 1

Demi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen, perlu diadakan peninjauan
kembali semua Ketetapan/Keputusan dan Resolusi MPRS yang menyangkut Bidang Pertahanan dan
Keamanan.

Pasal 2

1/:

- hukumonline.com
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Pelaksanaan pasal tersebut diatas diserahkan kepada kebijaksanaan Pimpinan MPRS.

Pasal 3

Dalam kebijaksanaan dibidang Pertahanan/Keamanan diambil sebagai dasar pertimbangan:

(1) Keterangan Waperdam/Hankam didepan DPR-GR tertanggal 4 Mei 1966 dan tanggal 24 Mei 1966, yang
antara lain menegaskan kedudukan ABRI sebagai alat Revolusi dan alat Negara.

(2)  Demi untuk memelihara keutuhan dan kesatuan serta effisiensi dan efektivitas, maka pelaksanaan tugas
(mission) pertahanan/keamanan yang meliputi 4 marta (dimensi):

(a) Pertahanan Darat Nasional;

(b)  Pertahanan Maritim Nasional;

(c)  Pertahanan Udara Nasional;

(d) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

Perlu dilaksanakan secara gabungan, antara keempat Angkatan Bersenjata dengan Kesatuan-kesatuan
Organisasi Rakyat dibidang yang bersangkutan.

(3)__Fungsi-fungsinya lain, antara lain yang berupa cadangan strategis Nasional, logistik Militer Nasional dan
irtelijer sirategis, juga susun secara gabungan.

{4\ Derlgan damikian maka perlu perumusan Doktrin Pertahanan/Keamanan serta doktrin-dokrin perincian
menurut marta dam funasi-funasi tersebut diatas vang semuanya harus bersumber pada falsafah

singkatnya u 9 Pokok

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 5 Jull 1966.
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

KETUA,
Tid.
DR.A.H. NASUTION
JENDERAL TNI.
WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,
Ttd. Tid.
OSA MALIKI H.M. SUBCIZAN Z.E.
WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,
Ttd. Td
M. SIREGAR MASHUDI

BRIG. JEN. TNI.

Sumber : hukumonline.com
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13. Pidato Presiden Soeharto dalam Sambutan Pembukaan Kongres ke-XII
Partai Nasionalis Indonesia Pada 11 April 1970 di Semarang

ey

2

PRESIDEN
RCPUILIK6 INDONESIA

Pembangunan atau pembaharuan kehidupan politik itu, merupakan
bagan dartpada pembangunan tata-kehidupan Bangsa dan Negara kita da-
lam Orde-Baru sekarang ini,

Telah kita tentukan bersama, bahwa Orde-Baru ftu disatu fihak
mwmmm-mmu-
dang jang telah terdjadi pada masa-masa sebelumnja; dan dilain fihak,
mm-mmm—h-num-whm-
an Bangsa Indonesia dengan tjara-tjara jang tepat untuk mewudjudkan sta-
bilisasi Nastonal dalam djangka pandjang. Saja djuga sering menekankan,
babwa dalam mewudjudkan Orde-Baru itu kita harus mengadakan perom-
bakan sikap mental, perombakan pola berpikir dan perombakan pola be-
mmmpwm-hhﬁmhm

Wmmm-mwp
lieik feu 7

Djawabnja sudah djelas; pengalaman kita selama kemerdekaan ini
mmmmm-um

Sebelum tahun 1959, kita mengalami masa dimana djumlah partai
terlalu banjak, Saja kira, sistim “satu partal” bukan pilihan jang baik;
tetapi sebaliknja terlalu banjak partai-partai menjulitkan dirf kita sendir{.

Dengan terlalu banjak partai, kekuatan Nasional kita terpetjah-be-
lah, konsentrasi perhatian Nasional sulit kita tentukan, program Nasional
bersama tidak pernah tersusun, Akibatnja, pembangunan Nasjonal dalam
artl Jang sebenarnja, pembangunan Nasional jang bermantaat bagi Rakjat
banjak tidak pernah terwudjud,

Sesudah tahun 1959, kita mengalami perobahan besar-besaran
dalam kehidupan politik kita, tetapi membawa akibat jang lebth buruk de-
ngan keadaan sebelumnja.

M m et

Sumber

: Kumpulan Pidato Presiden Soeharto
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